
GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 39 TAHUN 2018
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
 

TRANSMIGRASIPROVINSILAMPUNG
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan 
penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a tersebut di atas, pe rlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang; 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

3 .	 Undang-Undang Nomor 5 Ta hu n 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

5.	 Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



Menetapkan 
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9.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

10 . Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017; 

11.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
PROVINSI LAMPUNG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. 

2.	 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung. 

3 .	 Gubemur adalah Gubernur Lampung. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Lampung. 

5 .	 Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung. 

6.	 Dinas Daerah adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Lampung. 

7.	 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

8.	 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri . 

BAB II 

PEMBENTUKANt KEDUDUKAN t TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu
 

Pembentukan
 

Pasa12
 

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, yaitu: 

1.	 UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung Kelas A; 

2.	 UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda Kelas A; 



-3­

3.	 UPTO Balai Latihan Kerja Metro Kelas A; 

4.	 UPTO Balai Latihan Kerja Way Abung Kelas A; 

5.	 UPTO Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Kelas A; 

6.	 UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A; dan 

7.	 UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung Kelas A. 

Bagian Kedua
 

Kedudukan
 

Pasa13
 

(1)	 UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

(2)	 UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTO. 

Bagian Ketiga
 

Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasal4
 

(1)	 UPTD mernpunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dany atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang 
bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak 
bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan 
langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah. 

(2)	 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
UPTD mempunyai fungsi: 

a.	 pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

b.	 pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya; dan 

c.	 pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD. 

DAB III
 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 

Bagian Kesatu
 

UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung
 
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov insi Lampung
 

Paragraf 1
 

Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasa15 

(1)	 UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja berbagai 
kejuruan. 
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(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Balai Latihan Kerja Bandar Lampung mempunyai fungsi : 

a.	 penyusunan rencana pelatihan dan pengembangan program pelatihan; 
b .	 pelaksanaan pendidikan tenaga kerja dan uji keterampilan; 

c.	 pemasaran dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi 
pelatihan, bursa kerja melalui kios three in one; dan 

d .	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan . 

Paragraf2 

Susunan Organisasi 

Pasa16 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung, terdiri dari: 
a .	 Kepala; 

b .	 Sub Bagian Tata Usaha; 

c .	 Seksi Pelatihan dan Pengembangan; 

d .	 Seksi Pemasaran dan Kerjasama; dan 

e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d , 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ya n g berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD . 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dan Peraturan 
Gubemur ini. 

Paragraf 3 

Uraian Tugas 

Pasal7 

(1)	 Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung mempunyai tugas 
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD 
Balai Latihan Kerja Bandar Lampung sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, 
pegawai , keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, 
kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan. 

(3)	 Seksi Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan 
menyiapkan bahan penyusunan program uji keterampilan, pelaksanaan dan 
pengembangan tenaga kerja. 

(4)	 Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan dan 
menyiapkan bahan pemasaran program, fasilitasi, hasil produksi, jasa hasil 
pelatihan serta pemberian layanan informasi, scrtifikasi pelatihan, bursa 
kerja melalui kios three in one. 
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Bagian Kedua 

UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda 
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal8 

(1)	 UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja berbagai kejuruan. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , UPTD 
Balai Latihan Kerja Kalianda, mempunyai fungsi: 
a.	 penyusunan rencana pelatihan kerja dan pengembangan program 

pelatihan; 
b.	 pelaksanaan pendidikan tenaga kerja dan uji keterampilan; 
c.	 pemasaran program, fasilitasi produksi, jasa dan hasil pelatihan serta 

pemberian layanan infonnasi pelatihan; dan 
d.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2 

Susunan Organisasi 

Pasal9 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda, terdiri dari: 

a.	 Kepala; 

b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 
c .	 Seksi Pelatihan dan Pengembangan; 

d.	 Seksi Pemasaran dan Kerjasama; dan 

e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada d i bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipirnpiri oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5) Bagan Organisasi 
tercantum dalam 
Gubernur ini. 

UPTD 
Lampiran 

Balai Latihan 
II yang tidak 

Kerja 
terp

Kalianda 
isahkan dari 

sebagaimana 
Peraturan 

Paragraf 3 

Uraian Tugas 

Pasall0 

(1)	 Kepala UPfD Balai Latihan Kerja Kalianda mempunyai tugas memimpin, 
mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Balai Latihan 
Kerja Kalianda sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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(2)	 Sub Bagian Tata Usaha rnernpunyai tugas rnelakukan urusan perencanaan, 
pegawai, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, 
kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan. 

(3)	 Seksi Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas rnelaksanakan dan 
rnenyiapkan bahan penyusunan program uji keterarnpilan, pelaksanaan dan 
pengernbangan tenaga kerja. 

(4)	 Seksi Pernasaran dan Kerjasarna mernpunyai tugas rnelaksanakan dan 
rnenyiapkan bahan pernasaran program, fasilitasi, hasil produksi, jasa dan 
hasil pelatihan serta kerjasama dengan pengguna (pihak lain). 

Bagian Ketiga
 

UPTD Dalai Latihan Kerja Metro
 
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 

Paragraf 1
 

Tugas Pokok dan Fungs i 

Pasalll 

(1)	 UPTD Balai Latihan Kerja Metro rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan 
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja berbagai kejuruan. 

(2)	 Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), UPTD 
Balai Latihan Kerja Metro, rnernpunyai fungsi: 

a.	 penyusunan rencana pelatihan dan pengembangan program pelatihan 

b.	 pelaksanaan pendidikan tenaga kerja dan uji keterampilan; 
c.	 pemasaran program, fasilitas produksi, jasa da n hasil pelatihan serta 

pernberian layanan informasi pelatihan; dan 
d.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2 

Susunan Organisasi 

Pasa112 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Latihan Kerja Metro, terdiri dari: 

a.	 Kepala; 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 
c.	 Seksi Pelatihan dan Pengernbangan; 

d.	 Seksi Pemasaran dan Kerjasama; dan 

e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang KepaJa Sub Bagian Ta ta Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPrD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD BaJai Latihan Kerja Metro sebagairnana tercanturn 
dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dan Peraturan Gubemur ini. 
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ParagraC 3
 

Uraian Tugas
 

Pasal13
 

(1)	 Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Metro mem punyai tugas memimpin, 
mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPI'D Balai La tihan 
Kerja Metro sesuai dengan kebijakan kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan ya n g 
berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, 
pegawai, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, 
kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan. 

(3)	 Seksi Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan 
menyiapkan bahan penyusunan program uji keterampilan, pelaksanaan dan 
pengembangan tenaga kerja. 

(4)	 Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tu ga s melaksanakan dan 
menyiapkan bahan pemasaran program, fasilitasi, hasil produksi, jasa dan 
hasil pelatihan serta kerjasama dengan pengguna (pihak lain). 

Bagian Keempat
 

UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung
 
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov ins i Lampung
 

Paragraf 1
 

Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasal14
 

(1)	 UPTD Ba1ai Latihan Kerja Way Abung mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pendidikan dan pelatihan ketera m pilan bagi Tenaga Kerja 
dalam berbagai kejuruan. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). UPTD 
Balai Latihan Kerja Way Abung, mempunyai fungsi: 
a.	 penyusunan rencana pelatihan dan pengembangan program pelatihan; 

b.	 pelaksanaan pendidikan tenaga kerja dan uji keterampilan; 
c.	 pemasaran program, fasilitas produksi, jasa dan hasil pelatihan serta 

pemberian layanan informasi pelatihan; dan 

d.	 pe1aksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2
 

Susunan Organisasi
 

Pasal15
 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung, terdiri dari: 

a.	 Kepala; 

b .	 Sub Bagian Tata Usaha; 

c.	 Seksi Pelatihan dan Pengembangan; 

d.	 Seksi Pemasaran dan Kerjasama; dan 

e .	 Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2]	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Paragraf 3 

Uraian Tugas 

Pasal16 

(1)	 Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung mempunyai tugas memimpin, 
mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok UPTD 
Balai Latihan Kerja Way Abung sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, 
kepegawaian. keuangan, perlengkapan, rurnah tangga dan s'urut menyurat, 
kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan. 

(3)	 Seksi Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan 
menyiapkan bahan penyusunan program uji keterampilan, pelaksanaan dan 
pengembangan tenaga kerja. 

(4)	 Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan dan 
menyiapkan bahan pernasaran program, fasilitasi, hasil produksi, jasa dan 
hasil pelatihan serta kerjasama dengan pengguna (pihak lain). 

Bagian Kelima 

UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah
 
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigmsi Provinsi Lampung
 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal17 

(1)	 UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Lampung mempunyai 
tugas pokok melaksanakan peningkatan produktivitas melalui kegiatan 
pelatihan, penyuluhan, bimbingan dan konsultasi manajemen/produktivitas, 
desa produktif dan Siddhakarya serta pengukuran produktivitas terutama 
produktivitas tenaga kerja disemua sektor. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Balai Pengembangan Produktivitas Daerah mempunyai fungsi: 

a.	 pelaksanaan penyusunan program peningkatan dan pengembangan 
produktivitas; 
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b .	 pelaksanaan penyuluhan produktivitas tenaga kerja; 

c.	 pelaksanaan pelatihan manajemen dan kewiraswastaan; 

d.	 pelaksanaan pengukuran produktivitas; 

e.	 pelaksanaan bimbingan dan konsultasi manajemen; 

f.	 pelaksanaan pembuatan Bank Data Produktivitas; 

g.	 pelaksanaan pembentukan dan pembinaan desa produktif; 

h .	 pe1aksanaan promosi produktivitas melalui program bulan mutu dan 
penghargaan Siddhakarya 

1.	 pelaksanaan penyusunan program dan evaluasi; dan 

J.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausabaan. 

Paragraf2 

Susunan Organisasi 

Pasal 18 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah 
Lampung, terdiri dari: 

a .	 Kepala; 

b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 

c .	 Seksi Peningkatan dan Pengembangan Produktivitas; 
d.	 Seksi Pemasaran dan Kerjasama; dan 

e .	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaba yang berada di bawab 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Lampung 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

Paragraf 3 

Uraian Tugas 

Pasal19 

(1)	 Kepala UfYI'D Balai Pengembangan Produktivitas Daerah mempunyai tugas 
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD 
Pengembangan Produktivitas Daerah Lampung sesuai kebijakan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaba mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, 
kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan. 
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(3)	 Seksi Peningkatan dan Pengembangan Produktivitas mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana program dan pela ksanaan peningkatan 
dan pengembangan. 

(4)	 Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan 
pemasaran program, fasilitasi, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan serta 
kerjasama dengan pengguna (pihak lain) . 

Bagian Keenam 

UPTD Dalai Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasa120 

(1)	 UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerj a mempunyai tugas 
melaksanakan pelatihan dan pengujian dibidang higiene perusahaan, 
ergonomi, keselamatan kerja dan kesehatan kerja. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi: 

a.	 pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengujian di bidang higiene 
perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja, penyerasian antara 
pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja; 

b.	 pelaksanaan pelatihan dan petunjuk serta bantuan teknik higiene 
perusahaan, ergonomi, keselamatan, dan kesehatan kerja kepada yang 
bersangkutan; 

c.	 persiapan penyelenggaraan pelatihan dan pengujian higiene perusahaan, 
ergonomi, keselamatan, dan kesehatan kerja serta menyusun laporan; 

d.	 promosi program, dan pendayagunaan fasilitas keselamatan dan 
kesehatan kerja serta pemberian layanan infonnasi pelatihan; dan 

e.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2 

Susunan Organisasi 

Pasal21 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terdiri 
dari: 

a.	 Kepala; 

b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 
c .	 Seksi Pelayanan Tekrris : 
d.	 Seksi Promosi dan Pelatihan; dan 

e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 
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(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD . 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubemur ini . 

Paragraf 3 

Uraian Tugas 

Pasal22 

(1)	 Kepala UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas 
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD 
Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Lampung serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, 
pegawai, keuangan , perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, 
kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan. 

(3)	 Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas: 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelidikan dan pengujian 
keselamatan dan kesehatan kerja; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian pelayanan teknis 
keselamatan dan kesehatan kerja; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis 
keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pelayanan 
Teknis; dan 

e.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4)	 Seksi Prornosi dan Pelatihan mempunyai tugas: 
a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan promosi program keselamatan dan 

kesehatan kerja; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian pelayanan pelatihan 
keselamatan dan kesehatan kerja; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan fas ilitasi bimbingan teknis 
kese1amatan dan kesehatan kerja; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan pengguna 
(pihak ketiga); 

e .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan 
Seksi Promosi dan pelatihan; dan 

f.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Ketujuh 

UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung
 
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov ins i Lampung
 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal23 

(1)	 UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sarana serta pengumpulan, 
perawatan dan penyajian benda-benda yang bernilai budaya. 
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(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Museum Transmigrasi Provinsi Lampung, mempunyai fungsi: 
a.	 pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang bernilai 

budaya dan ilmiah; 
b .	 pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah; 
c .	 pelaksanaan promosi dan menyebarluaskan hasil penelitian koleksi; 
d.	 pelaksanaan bimbingan edukatif tentang budaya dan benda yang bemilai 

i1miah; 

e.	 pengelolaan, pengaturan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang 
tersedia; dan 

f.	 pelaksanaan pengelo1aan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2 

Susunan Organisasi 

Pasa124 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung, terdiri 
dan: 
a.	 Kepala; 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 
c.	 Seksi Teknis; 
d .	 Seksi Pelayanan; dan 

e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepa1a Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPfD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD . 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD . 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubemur ini. 

Paragraf3 

Uraian Tugas 

Pasa125 

(1)	 Kepala UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung mempunyai tugas 
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 
UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan 
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Lampung serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, 
pegawai, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, 
kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan. 

(3)	 Seksi Teknis mempunyai tugas: 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan 
program, pengumpulan, peneli tian , pengelolaan koleksi sejarah 
kebudayaan kegiatan ketransmigrasian; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan, analisa dan 
penyajian koleksi sejarah kebudayaan warga transmigrasi; 
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c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pemeliharaan 
kelembaban, suhu dan penyiaran di dalam ruang pameran dan studi 
koleksi; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan reproduksi koleksi yang 
meliputi perbaikan koleksi, pembuatan reflikasi dan reproduksi foto, 
pembuatan slide, film dan rekaman koleksi; 

e.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Teknis; dan 
f.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4)	 Seksi Pelayanan mempunyai tugas: 
a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 

bimbingan edukatif cultural, publikasi, museum dan prefarasi tata 
pameran museum; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dengan metode dan 
sistem edukatif cultural tentang koleksi museum terhadap pengunjung 
untuk pengenalan koleksi dalam rangka menanamkan daya apresiasi dan 
penghayatan nilai warisan budaya dan ilmu pengetahuan; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan publikasi meliputi penerbitan 
koleksi, seminar, ceramah, festival, parade, lomba serta pelayanan dan 
pemberian informasi; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan fasilitas kegiatan 
usaha (restorasi, anjungan, kolam renang, pemancingan dan lapangan 
tennis, dll); 

e.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pelayanan; 
dan 

f.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

BABIV 

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

Pasa126 

(1)	 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon II1b 
atau jabatan administrator. 

(2)	 Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 
kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 

BABV 

KEPEGAWAlAN 

Pasal27 

(1)	 Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)	 Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan 
Pemerintahan yang ditangani. 

BABVI 

TATAKERJA 

Pasa128 

(1)	 Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi , dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. 

(2)	 Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di 
lingkungan masing-rnasing. 
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(3)	 Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 

(4)	 Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa129 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubemur ini , pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan me1aksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini, 

BAB VIII
 

KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal30
 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur InI, maka Peraturan Gubernur 
Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pernbentukan, Organisasi dan Tatakerja 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Larnpung, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa131 

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubemur ini lebih lanjut 
diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja da n Transmigrasi Provinsi 
Larnpung setelah mendapat persetujuan dari Gubemur. 

Pasal32 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Larnpung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 12 Juli 2018 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Diundangkan di Telukbetung 

pada tanggal 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Salinan sesu i dengan aslinya 
KEPALA RO HUKUM. 

....I 

ZULFIKAR, SH, MHIr. HAMARTONI AHADIS. M.Si. 
Pembina Utama MudaPembina Utama Madya 

NIP. 19680428 199203 1 003NIP.19640209 198903 1 008 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TABUN 2018 NOMOR .3.9..
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UPTD DINAS TENAGA K ERJA DAN LAMPlRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNC 
TRANSMIGRASI PROVoLAMPUNG NOMOR 

TANGGAL : 
39 
12 

TAHUN 
J ULI 

20 18 
20 18 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD BALAI LATIHAN KERJA BANDAR LAMPUNG 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
Seksi 

Pelatihan dan 
Pengembangan 

I 
Seks i 

Pema saran dan 
Kerj asama 

Kelompok Jabatan -I 
Fungsional I 

I I 

I l 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 
Salinan sesu . dengan aslinya 

KEPALA IRO HUKUM, 

./ 

ZULFlKAR, SH, MH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPI'D DINAS TE NAGA KERJ A DAN LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
TRANSMIGRASIPROV. LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 20 18 

TANGGAL: ] 2 JULI 20 18 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 
UPTD BALAI LATIHAN KERJA KALIANDA
 

KEPALA
 

r 
Seksi
 

Pelatihan dan
 
Pengembangan
 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I
 
Seksi
 

Pemasaran dan
 
Kerjasama
 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I 
I 
T 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

. RIDHO FICARDO 

Salinan sesu . dengan aslinya 
KEPALA HUKUM,IR 

ZULFIKAR. SH. MH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPTD DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI PROVo LAMPUNG 

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 39 TAHUN 2018 
TANGGAL : 12 JULI 2018 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 
UfYI'O BALAI LATIHAN KERJA METRO
 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
Seksi 

Pelatihan dan 
Pengembangan 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I 
Seksi 

Pemasaran dan 
Kerjasama 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan sesu . dengan aslinya 
KEPALA B RO HUKUM, 

ZULFI , SH, MH 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 19680428 199203 1 003
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UPI'D DINAS TENAGA KERJA DAN LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
TRANSMIGRASI PROVoLAMPUNG NOMOR 

TANGGAL : 
39 
12 

TAHUN 
JULl 

20 18 
20 18 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD BALAI LATIHAN KERJA WAY ABUNG 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
Seksi 

Pel atihan dan 
Pengembangan 

I 
Seksi 

Pemasaran dan 
Kerj asama 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

ttd
 

M. RIDHO FICARDO
 

ZULFIKAR, SH, MH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPTD DINAS TENAGA KERJA DAN LAMPlRAN V : PERATURAN GUBERNUR LAMPUN( 
TRANSMIGRASIPROV,LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 201E 

TANGGAL: 12 JULI 2011: 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVlTAS DAERAH 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
Seksi 

Peningkatan dan 
Pengembangan 
Produ ktivitaa 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I 
Seksi 

Pemasaran dan 
Kerjasama 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan sesu i dengan aslinya 
KEPALA IRO HUKUM, 

ZULFlKAR. SH. MH
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 19680428 199203 1 003
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UPTO DINAS TENAGA KERJA DAN LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
TRANSMIGRASIPROV.LAMPUNG NOMOR 

TANGGAL 
39 
12 

TAHUN 
JULI 

20 1E 
2018 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD BALAl KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

Seksi 
Pelayanan Teknis 

I 
Seksi 

Promosi dan 
Pelatihan 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan sesu . dengan aslinya 
KEPALA IRO HUKUM, 

ZULFlKAR, SH, MH
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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ur-ro DINAS TENAGA KERJA DAN LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUN< 
TRANSMIGRASI PROVoLAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 20 1: 

TANGGAL : 12 J UL! 201: 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD MUSEUM TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG
 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

r 

Seksi 
Teknis 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I 
Seksi 

Pe1ayanan 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RlDHO FICARDO 

Salinan sesu . dengan a s linya 
KEPALA IRO HUKUM, 

ZULFlKAR, 5H, MH
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 19680428 199203 1 003 


